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communica�on. This point of view doesnt discuss rules of the game as the domain, but sees “what should be” 
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Pendahuluan 

Norma�f menjadi fokus yang banyak 

dielaboasi untuk menunjukkan kondisi ideal atau 

'apa yang seharusnya' dalam ruang lingkup 

tertentu. Pada kajian komunikasi, manifestasi dari 

norma�vitas ini muncul paling banyak banyak 

dalam isu yang berkaitan dengan hukum, regulasi, 

atau kebijakan komunikasi pada semua bidang 

komunikasi. Hukum komunikasi, kebijakan 

komunikasi (communica�on policy), dan regulasi 

komunikasi  menjadi  konsep kunci  untuk 

menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 

kondisi ideal yang berkaitan dengan undang-

undang, peraturan pemerintah, kebijakan 

pemerintah, tata aturan, atau elemen demokrasi 

lainnya. Penggunaan terminologi hukum, 

kebijakan, dan regulasi dalam berbagai ulasan 

seakan-akan dipahami sebagai hal yang sama, 

merujuk pada aturan atau norma. Secara 

perspek�f, konsep hukum, konsep kebijakan, dan 

konsep regulasi memiliki dis�ngsi masing-masing. 

Pada dasarnya, konsep hukum merujuk pada 

aturan (Harris, 2007), yang menjadi panduan 

perilaku manusia pada situasi tertentu (Twining 

dan Miers,1999). Sebagai panduan, aturan 

menuntun manusia untuk melakukan sesuatu dan 

�dak melakukan sesuatu, maka hukum bersifat 

norma�f (Harris, 2007; Del Mar dan Bankowski, 

2013). Ukuran norma�f ini melibatkan penilaian 

tentang situasi faktual berdasarkan interpretasi, 
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definisi, dan nilai-nilai tertentu (Harris, 2007). 

Kontekstualitas norma�f ini menjadi dasar untuk 

memahami hukum sebagai sistem yang bertujuan 

untuk mengatur, menafsirkan, dan menegakkan 

aturan dimana manusia akan hidup dan 

bertanggung jawab (Reynolds dan Barne�, 2008). 

Sementara itu, konsep kebijakan (policy) 

dipahami sebagai kondisi bebas dari konotasi yang 

�dak diinginkan dalam konteks poli�k (Lassweell, 

2003) .  Kondis i  bebas  in i  mensyaratkan 

penyusunan dan pengimplementasian suatu 

aturan dengan keteli�an yang objek�f sekaligus 

teknik yang cerdik (Laswell, 2003). Konsep 

kebijakan lebih dekat dengan perspek�f poli�k 

karena kebijakan dipandang sebagai bagian dari 

stategi poli�k untuk mendapatkan tujuan-tujuan 

spesifik dari kekuasaan (Lasswell, 2003; McQuail 

and Siune, 2002). 

Konsep regulasi memiliki definisi yang paling 

dekat dengan konsep hukum, karena hukum 

dipahami sebagai sistem regulasi. Sementara, 

regulasi didefinisikan sebagai sistem kontrol 

dengan �ga komponen utama (Hood, et.al., 2001). 

Pertama, terdapat kapasitas pengaturan standar 

yang membuat sistem regulasi tersebut berbeda 

dengan sistem yang lain. Kedua, terdapat 

kapasitas monitoring atau informa�on-gathering 

untuk memproduksi pengetahuan tentang apa 

yang saat ini terjadi pada sistem dan perubahan 

keadaan yang terjadi. Ke�ga, terdapat kapasitas 

yang mengenai modifikasi perilaku untuk 

mengubah sistem. Konsep regulasi  lebih 

menekankan pada aspek kontrol yang bersifat 

siberne�k (Morgan and Yeung, 2007). Yang 

membedakannya dengan hukum adalah sudut 

pandang kontrol yang ada pada konsep ini. Jika 

pada hukum kontrol terletak pada sistem, pada 

regulasi aspek kontrol terletak pada peran yang 

muncul dari sistem tersebut. Ar�nya, regulasi 

menekankan pada aspek otorita�f dari sistem 

aturan yang dimaksud. 

Elaborasi yang akan diulas secara lebih lanjut 

dalam tulisan ini menekankan pada perspek�f 

hukum sebagai sudut pandang yang memahami 

suatu fenomena secara norma�f. Norma�f 

sebagai suatu konsep berangkat dari sistem 

penger�an yang ber laku umum dengan 

mengandaikan isi norma�f suatu tata aturan 

(Glos, 1969). Konsep ini didasari adanya kausalitas 

yang berlangsung dalam relasi-relasi masyarakat. 

Terdapat urusan �mbal balik yang membutuhkan 

norma dan aturan agar �dak saling merugikan satu 

sama lain. Selain itu, konsep norma�f berfokus 

pada norma, dimana sudut pandangnya lebih 

menekankan pada bentuk dan kognisi dari norma 

tersebut. 

Berangkat dari asumsi tersebut, konsep 

“norma�f” dapat dipahami melalui dua sudut 

pandang (Grill, 2013). Pertama, konsep norma�f 

mengacu pada relevansi tertentu dengan yang 

dilihat dengan memperha�kan sejumlah ukuran, 

seper�: apa yang harus dilakukan, apa yang 

sebaiknya dilakukan, dan bagaimana seharusnya 

yang terjadi. Pada konsep pertama ini, konteks 

menjadi pen�ng, karena norma�f bersifat rela�f. 

Umumnya, sudut pandang norma�f bagian 

pertama ini digunakan untuk melihat fenomena-

fenomena yang sudah nampak dan bisa diukur. 

Sudut pandang yang kedua, konsep norma�f 

mengacu pada sesuatu yang bisa diperhitungkan 

atau �dak perlu diperhitungkan. Pada hal ini, 

norma�f lebih bersifat  predik�f dengan 
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memperhitungkan ukuran baik dan buruknya 

situasi yang dihadapi. Sudut pandang ini lebih 

banyak digunakan untuk melihat sesuatu yang 

akan memiliki dampak tertentu atau sesuatu yang 

akan terjadi. 

Hukum sebagai sesuatu yang norma�f 

menganut kedua sudut pandang tersebut. Hukum 

merupakan perspek�f norma yang melihat 

fenomena dengan per�mbangan kausalitas 

(Frank, 1998; Mill, 2005) . Oleh karenanya, 

perspek�f hukum menyediakan sudut pandang 

norma�f karena per�mbangan kausalitas 

tersebut. Perspek�f ini dibutuhkan dalam kajian 

komunikasi  untuk mendedah fenomena-

fenomena komunikasi dengan menyediakan kunci 

norma�f atau “apa yang seharusnya”. Perspek�f 

ini pula yang dibutuhkan untuk melihat fenomena 

jurnalisme digital sebagai fokus kajian dalam 

tulisan ini.  

Jurnalisme sebagai bagian dari kajian 

komunikasi lebih banyak diurai menggunakan 

perspek�f sosiologi dengan memperhitungkan 

aspek manusia dan keterkaitannya dengan ruang 

lingkup sosial. Hal ini �dak terlepas dari 

bagaimana konsep jurnalisme dielaborasi sebagai 

suatu proses yang hierarkis terkait produksi, 

distribusi, dan konsumsi berita. Hierarkis disini 

�dak bermakna struktural, melainkan runutan 

mengenai bagaimana 'news' hadir dengan 

beragam per�mbangan untuk menimbulkan 

dampak tertentu. Analogi populer untuk 

menjelaskan apa yang dimaksud dengan berita 

adalah “jika manusia menggigit anjing itu adalah 

berita.” Analogi ini diungkapkan oleh John B. 

Bogart, jurnalis dari New York Sun. Melalui analogi 

ini kita memahami bahwa yang disebut sebagai 

berita adalah kejadian yang dianggap unik atau di 

luar kebiasaan.

Pada perkembangannya konsep berita dalam 

kajian komunikasi muncul dalam �ga aras. 

Pertama, berita sebagai suatu proses untuk 

mengkonstruksi realitas (Lippman, 1922; Park, 

1940; Luhmann, 2000). Kedua, berita sebagai 

bagian dari komunikasi (Schramm, 1949). Ke�ga, 

berita sebagai ru�nitas organisasi media 

(Tuchman, 1973; Shoemaker, 2006). Ke�ga konsep 

ini menjadi konsep yang paling jamak digunakan 

dalam kajian komunikasi sampai saat ini. Ke�ga 

konsep tersebut pula berakar pada perspek�f 

sosiologi dengan melihat bagaimana jurnalis 

b e k e r j a  d a l a m  m e m p r o d u k s i  d a n 

mendistribusikan berita, termasuk melihat apa 

saja yang mempengaruhi jurnalis maupun 

newsroom dalam proses tersebut. 

Pe rs p e k � f  s o s i o l o g i  d a l a m  m e l i h at 

bagaimana jurnalisme berkembang menyediakan 

sudut pandang atas human sosial rela�onship, 

sehingga jurnalisme dilihat sebagai relasi dan 

interaksi yang terjadi dalam ruang media. 

Jurnalisme merupakan proses kerja yang holis�k, 

melibatkan dinamika yang terjadi dalam ruang 

redaksi baik yang laten maupun manifest. Kinerja 

jurnalis dalam newsroom dan konten media 

merupakan produk jurnalisme yang dihasilkan 

secara profesional dan merupakan produk yang 

dipengaruhi oleh hierarki struktural (Gans, 1979; 

Gitlin, 1980; Shoemaker dan Reese, 2014). 

Sementara itu, dalam prak�k jurnalisme digital hal 

ini �dak sepenuhnya berlaku karena terdapat 

teknologi yaitu media digital  yang turut 

diper�mbangkan. Media digital �dak hanya 

berlaku sebagai perangkat yang pasif, namun juga 
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menentukan kinerja jurnalis dan orientasi dari 

jurnalisme itu sendiri (Lewis dan Westlund, 2016). 

Ar�nya, ada aspek di luar jurnalis, newsroom, dan 

organisasi  media yang juga perlu untuk 

diper�mbangkan. 

Persoalan determinisme teknologi yang 

memper�mbangkan keberadaan media digital 

sebagai aspek yang mempengaruhi atau bahkan 

mentransformasikan jurnalisme muncul melalui 

perspek�f teknologi dalam melihat jurnalisme. 

Perspek�f teknologi menyediakan ruang jawab 

atas kebutuhan masyarakat dalam mengatasi 

ruang dan waktu. Pada dasarnya jurnalisme lahir 

dan berkembang secara konsisten karena 

pengaruh teknologi (Pavlik, 2011; Kovach dan 

Rosens�el, 2011). Pada prak�k jurnalisme, 

teknologi seringkali berperan sebagai aktor yang 

�dak nampak, sehingga acapkali lepas dari 

perspek�f struktural media. Padahal teknologi 

sendiri merupakan aktor dalam jurnalisme (Primo 

dan Zago, 2015). Jurnalisme bukan hanya 

merupakan produk 'social rela�ons' antara 

jurnalis, editor, dan sumber berita namun juga 

antara manusia dan non-manusia (seper� 

komputer dan jaringan) yang saling berpar�sipasi 

dalam proses jurnalis�k (Plesner, 2009). Hal ini 

pu la  menyebabkan  t ransformas i  da lam 

jurnalisme, “journalism industry is dead, but 

journalism exist in many places.” (2012:76). 

Teknologi membuat jurnalisme berkembang pada 

zona kebebasan karena berbagai peluang muncul 

untuk mendeliberasikan informasi kepada 

masyarakat. Namun pada sisi lain, aspek teknologi 

ini mengabaikan wilayah tanggung jawab sosial 

yang menjadi ruh dari jurnalisme itu sendiri. 

Berpi jak dari  dari  dua pertentangan 

perspek�f atas jurnalisme tersebut, tulisan ini 

ingin mendedah, bagaimana sudut pandang 

norma�f atas jurnalisme digital. Perspek�f 

norma�f menjadi pintu masuk untuk membahas 

jurnalisme digital dalam tulisan ini karena 

perspek�f ini memberikan ruang jawab atas “apa 

yang seharusnya terjadi”. Asumsi yang dibangun 

melalui perspek�f norma�f ini adalah jalan tengah 

atas sudut pandang struktural dan hierarkis dalam 

sosiologi dan sudut pandang kebebasan dan 

peluang mengatasi ruang dan waktu dalam 

perspek�f hukum. Bagaimanapun jurnalisme 

digital sebagai sebuah fenomena pada kajian 

komunikasi �dak hanya menjadi manifestasi atas 

ke b e b a s a n  b e re ks p re s i  d a n  ke b e b a s a n 

berpendapat, namun juga memiliki tanggung 

jawab sosial.  

PERSPEKTIF 
SOSIOLOGI

JURNALISME 
DIGITAL 

PERSPEKTIF
TEKNOLOGI

Human Social 
Rela�onship. Kajian 
tentang masyarakat 
dan interaksi sosial 

yang terjadi di 
dalamnya 

 

Persilangan 
Perspek�f 

Sosiologi dan 
Perspek�f 
Teknologi

Mengatasi 
kebutuhan 

manusia atas 
ruang dan waktu 

Jurnalisme dipahami 
sebagai proses yang 
terjadi dalam dunia 
media, melingkupi 

relasi jurnalis 
dengan narasumber, 

ruang redaksi, 
manajemen media, 

extramedia
 

Wilayah 
norma�f antara 

kebebasan 
berekspresi dan 
tanggung jawab 

sosial

Media digital 
untuk menjawab 

kebutuhan 
jurnalisme dalam 

mengatasi 
kebutuhan atas 

ruang dan waktu 

 

TRANFORMASI DALAM 
JURNALISME DIGITAL

“NORMATIF”
 

Perspektif Normatif pada Jurnalisme Digital Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia, 
Volume 1, Nomor 2, September 2020 (halaman 98 - halaman 113) 



100
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1940; Luhmann, 2000). Kedua, berita sebagai 

bagian dari komunikasi (Schramm, 1949). Ke�ga, 

berita sebagai ru�nitas organisasi media 

(Tuchman, 1973; Shoemaker, 2006). Ke�ga konsep 

ini menjadi konsep yang paling jamak digunakan 

dalam kajian komunikasi sampai saat ini. Ke�ga 

konsep tersebut pula berakar pada perspek�f 

sosiologi dengan melihat bagaimana jurnalis 

b e k e r j a  d a l a m  m e m p r o d u k s i  d a n 

mendistribusikan berita, termasuk melihat apa 

saja yang mempengaruhi jurnalis maupun 

newsroom dalam proses tersebut. 

Pe rs p e k � f  s o s i o l o g i  d a l a m  m e l i h at 

bagaimana jurnalisme berkembang menyediakan 

sudut pandang atas human sosial rela�onship, 

sehingga jurnalisme dilihat sebagai relasi dan 

interaksi yang terjadi dalam ruang media. 

Jurnalisme merupakan proses kerja yang holis�k, 

melibatkan dinamika yang terjadi dalam ruang 

redaksi baik yang laten maupun manifest. Kinerja 

jurnalis dalam newsroom dan konten media 

merupakan produk jurnalisme yang dihasilkan 

secara profesional dan merupakan produk yang 

dipengaruhi oleh hierarki struktural (Gans, 1979; 

Gitlin, 1980; Shoemaker dan Reese, 2014). 

Sementara itu, dalam prak�k jurnalisme digital hal 

ini �dak sepenuhnya berlaku karena terdapat 

teknologi yaitu media digital  yang turut 

diper�mbangkan. Media digital �dak hanya 

berlaku sebagai perangkat yang pasif, namun juga 
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menentukan kinerja jurnalis dan orientasi dari 

jurnalisme itu sendiri (Lewis dan Westlund, 2016). 

Ar�nya, ada aspek di luar jurnalis, newsroom, dan 

organisasi  media yang juga perlu untuk 

diper�mbangkan. 

Persoalan determinisme teknologi yang 

memper�mbangkan keberadaan media digital 

sebagai aspek yang mempengaruhi atau bahkan 

mentransformasikan jurnalisme muncul melalui 

perspek�f teknologi dalam melihat jurnalisme. 

Perspek�f teknologi menyediakan ruang jawab 

atas kebutuhan masyarakat dalam mengatasi 

ruang dan waktu. Pada dasarnya jurnalisme lahir 

dan berkembang secara konsisten karena 

pengaruh teknologi (Pavlik, 2011; Kovach dan 

Rosens�el, 2011). Pada prak�k jurnalisme, 

teknologi seringkali berperan sebagai aktor yang 

�dak nampak, sehingga acapkali lepas dari 

perspek�f struktural media. Padahal teknologi 

sendiri merupakan aktor dalam jurnalisme (Primo 

dan Zago, 2015). Jurnalisme bukan hanya 

merupakan produk 'social rela�ons' antara 

jurnalis, editor, dan sumber berita namun juga 

antara manusia dan non-manusia (seper� 

komputer dan jaringan) yang saling berpar�sipasi 

dalam proses jurnalis�k (Plesner, 2009). Hal ini 

pu la  menyebabkan  t ransformas i  da lam 
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journalism exist in many places.” (2012:76). 
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perspek�f atas jurnalisme tersebut, tulisan ini 

ingin mendedah, bagaimana sudut pandang 

norma�f atas jurnalisme digital. Perspek�f 

norma�f menjadi pintu masuk untuk membahas 

jurnalisme digital dalam tulisan ini karena 

perspek�f ini memberikan ruang jawab atas “apa 

yang seharusnya terjadi”. Asumsi yang dibangun 
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peluang mengatasi ruang dan waktu dalam 
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komunikasi �dak hanya menjadi manifestasi atas 

ke b e b a s a n  b e re ks p re s i  d a n  ke b e b a s a n 

berpendapat, namun juga memiliki tanggung 

jawab sosial.  
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Metodologi

Perspek�f norma�f dalam kajian komunikasi 

menyediakan sudut pandang ideal untuk melihat 

apa yang seharusnya terjadi dalam ruang lingkup 

media. Pada tulisan ini sudut pandang ini 

digunakan untuk melihat bagaimana sudut 

pandang norma�f dalam fenomena jurnalisme 

digital yang berada di persimpangan perspek�f 

sosiologi dan perspe�f teknologi. Untuk melihat 

bagaimana perspek�f norma�f dielaborasi dalam 

kajian komunikasi, tulisan ini bermaksud 

mendedahnya dengan menggunakan metode 

desk study melalui pemetaan studi norma�f 

dalam jurnal komunikasi bereputasi, yaitu Journal 

of Communica�on (ICA) dan Interna�onal Journal 

of Communica�on (IJOC). Kedua jurnal ini 

dianggap cukup mumpuni sebagai acuan dalam 

kajian komunikasi dan media. Peneli�an ini 

bersifat deskrip�f kualita�f, hanya bermaksud 

melihat horizon peneli�an norma�f dalam kajian 

komunikas i  sebaga i  p intu  masuk  untuk 

mengelaborasi perspek�f ini dalam teori-teori 

komunikasi. Sebanyak 50 judul jurnal ilmu 

komunikasi diambil dari kedua jurnal yang sudah 

disor�r berdasarkan topik peneli�an yang 

dilakukan. Desk study ini hanya melibatkan judul-

judul peneli�an mengenai jurnalisme dengan 

perspek�f norma�f komunikasi. Secara spesifik 

pemetaan ini berfokus pada kajian-kajian yang 

mengulas mengenai hukum media atau hukum 

komunikasi dalam beragam fenomena.  

 

Hasil Peneli�an 

Secara eksplikasi, perspek�f norma�f dalam 

studi komunikasi menggunakan pisau analisis 

bagaimana yang seharusnya terjadi dalam suatu 

f e n o m e n a  k o m u n i k a s i  d e n g a n 

memper�mbangkan kausalitas tertentu. Hanya 

sa ja ,  da lam konteks  ka j ian  komunikas i , 

kebanyakan peneli�an justru memahami 

perspek�f norma�f dengan menjadikan produk 

hukum sebagai domain utama, bukan produk atau 

fenomena komunikasi. Posisi mul�disiplin ini 

menyebabkan perspek�f komunikasi dan 

perspek�f hukum berdiri pada sudut pandang 

masing-masing tanpa memberikan jalan tengah 

untuk memahami suatu fenomena komunikasi. 

Menurut Cohen dan Gleason (1990) kerangka 

berpikir atas kajian komunikasi dan hukum pada 

konteks mul�displin terbagi dalam �ga isu. 

Pertama, teori dan metodologi yang membedakan 

antara  h u ku m,  keb eb asan  b ereksp res i , 

k o m u n i k a s i ,  s e r t a  p e n d e k a t a n  y a n g 

menjembatani itu semua. Kedua, validasi atas 

asumsi tentang komunikasi yang berkaitan dengan 

hukum. Ke�ga, penggunaan riset sosial untuk 

mengiden�fikasi dan menjelaskan implikasi 

hukum pada komunikasi. Konteks mul�disiplin ini 

dalam kajian komunikasi dan kajian hukum bisa 

lebih banyak mengeksplorasi aspek reproduksi isu 

dalam masing-masing kajian. Bahkan karena 

ruang mul�disiplin ini memiliki perspek�f yang 

lebih luas, konteks kajiannya �dak jarang 

menyerempet pada perspek�f poli�k yang paling 

berdekatan dengan kajian komunikasi maupun 

hukum. 

Peneli�an komunikasi yang muncul dalam 

Journal of Communica�on (ICA) dan Interna�onal 

Journal of Communica�on (IJOC) mengenai 

komunikasi dan hukum masih didominasi oleh 

perspek�f mul�disiplin. Pemetaan terhadap 50 

judul peneli�an dalam kedua jurnal menunjukkan, 

perspek�f untuk melihat fenomena komunikasi 

dan hukum dari sisi norma�f �dak cukup banyak. 

Tabel 1

Fokus Isu Komunikasi dan Hukum Pada Jurnal 

Komunikasi 

Isu yang mendominasi peneli�an komunikasi 

tentang komunikasi dan hukum didominasi oleh 

isu tentang kontrol oleh pemerintah. Pada konteks 

ini, negara dan pemegang kebijakan dipandang 

sebagai pihak yang paling memiliki kontrol 

terhadap media dan memiliki wewenang untuk 

menentukan arah kebijakan komunikasi (Braman, 

1995; McChesney, 1996). Bahkan kebijakan 

komunikasi dalam beberapa kasus dipergunakan 

oleh negara untuk melanggengkan kekuasaanya. 

Misalnya dengan menetapkan sensor pada 

produk-produk media (Goban-Klas, 1990). 

Sementara itu, mereka yang duduk di parlemen 

dan bisa mempengaruhi kebijakan, �dak selalu 

bisa menjadi counter atas keputusan-keputusan 

negara dalam menetapkan kebijakan. Poli�si yang 

duduk di kursi parlemen atau kursi legisla�f 

memiliki kecenderungan untuk mendukung 

kebijakan yang sesuai dengan kebijakan internal 

atau ideologi poli�k mereka saja (Bergan, 2012). 

Kajian-kajian ini menunjukkan bahwa dalam 

konteks hukum dan komunikasi, sudut pandang 

yang digunakan pada isu government control 

masih terfokus pada konstelasi kekuasaan yang 

terjadi pada proses pembuatan kebijakan dan 

implementasi kebijakan. Sementara wilayah 

norma�f mengenai bagaimana seharusnya 

kebijakan itu ditetapkan pada wilayah relasi kuasa 

tadi belum banyak dimunculkan.  

Selain isu kontrol atas kebijakan, isu yang juga 

banyak muncul dikedua jurnal tersebut adalah isu 

mengenai kebebasan berekspresi. Isu kebebasan 

berekspresi dalam jurnal-jurnal komunikasi 

ditemukan dalam studi kasus dan studi historis 

dengan menonjolkan konteks-konteks tertentu. 

Spichal dan Buker (1994), melihat kebebasan 

berekpresi pada ins�tusi media. Konteks yang 

mereka tonjolkan dalam kajiannya adalah isu 

bahwa meskipun memiliki ruang kebebasan 

berekpresi, ins�tusi media bukanlah insitusi yang 

kebal terhadap hukum. Dalam regulasi terkait, 

selain termuat aspek-aspek yang berkaitan 

dengan kebebasan berekspresi juga termuat 

aturan apabila media melakukan pelanggaran, 

maka akan jatuh sanksi.

Selain menyoal mengenai media yang �dak 

kebal terhadap hukum, sejumlah jurnal peneli�an 

komunikasi lainnya juga menyasar fenomena yang 

s p e s i fi k .  M e d i a  m e m i l i k i  k e b e b a s a n 

menyebarluaskan informasi, termasuk hal-hal 

Fokus Isu Jumlah Prosentase

Kebebasan Pers 3 6.0

Kebebasan Berekspresi 8 16.0

Kepemilikan Media 3 6.0

Komersialisasi 

 

1

 

2.0

Privasi 

 

5

 

10.0

Internasionalisasi 

 
1

 
2.0

Deregulasi 
 

5
 
10.0

Government Kontrol  10  20.0

Self-Regula�on

 
1

 
2.0

Perlindungan Media 

 

2

 

4.0

Hate Speech dan Defamasi 

 

1

 

2.0

Model Kebijakan Komunikasi 4 6.0

Hak Cipta 2 4.0

Norma�f Media 4 8.0

Total 50 100.0

Perspektif Normatif pada Jurnalisme Digital

102 103

Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia, 
Volume 1, Nomor 2, September 2020 (halaman 98 - halaman 113) 



Metodologi

Perspek�f norma�f dalam kajian komunikasi 

menyediakan sudut pandang ideal untuk melihat 
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ini, negara dan pemegang kebijakan dipandang 
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oleh negara untuk melanggengkan kekuasaanya. 

Misalnya dengan menetapkan sensor pada 
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memiliki kecenderungan untuk mendukung 
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yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di 

pengadilan. Secara �dak sadar, dalam konten 

medianya media  kadangkala  melakukan 

“prejudial statemen” yang dapat mempengaruhi 

keputusan dalam pengadilan (Imrich, etl.al., 

1995). Pada konteks yang berbeda, bisa jadi media 

juga menempatkan diri pada pihak-pihak tertentu 

atau mendudukkan diri pada keberpihakan 

tertentu. Weisenhaus (2012) dalam memotret 

kebebasan berekspresi  di  Asia misalnya 

menggambarkan bagaimana kebebasan informasi 

di sedang berkembang. Namun pada sisi yang lain, 

kebebasan berekpresi oleh media di Asia ini juga 

berhadapan dengan isu-isu terkait terorime. 

Isu mengenai kebebasan berekspresi pada 

peneli�an hukum dan komunikasi dipilih sebagai 

jembatan untuk melihat bagaimana hukum 

berlaku dalam studi komunikasi. Kamhawi dan 

Weaver (2003) menelusuri riset-riset dalam jurnal 

komunikasi antara tahun 1980 sampai dengan 

1999 dan menemukan hanya 2% dari sepuluh 

jurnal populer komunikasi yang membahas 

mengenai  isu kebebasan berekpresi  ini . 

Sementara, dalam peneli�an hukum hal ini cukup 

jamak ditemukan. Padahal isu kebebasan 

berekspresi menjadi area riset yang banyak 

dibahas dalam kajian komunikasi dengan 

pendekatan di luar bidang komunikasi, seper� 

hukum, sejarah, dan yurisprudensi (Cohen dan 

Gleason, 1990).

Sementara itu, isu norma�f yang menjadi 

fokus dalam kajian justru paling jarang muncul 

dalam jurnal komunikasi. Dari 50 judul peneli�an 

komunikasi yang ditelusuri, hanya empat judul 

saja yang membahas mengenai norma�f media 

dalam studi komunikasi. Studi-studi yang 

ditemukan dalam kajian komunikasi ini melakukan 

uji kembali atas teori-teori norma�f yang telah 

muncul sebelumnya, dengan menggunakan 

operasionalisasi yang baru (Brugemann, et.al., 

2014) atau pada konteks yang baru (Zaid, 2018). 

Mereka menilik kembali pada teori-teori norma�f 

yang telah muncul dan banyak diadaptasi 

sebelumnya, seper� Hallin dan Mancini (2004) 

dan Siebert, Peterson, dan Schramm (1956). 

Namun secara garis besar, studi norma�f yang 

dilakukan dalam peneli�an komunikasi ini belum 

menyasar pada media digital, sebagaimana yang 

menjadi fokus dalam tul isan ini .  Hal  ini 

memberikan jus�fikasi bahwa wilayah norma�f 

media masih menjadi ruang kajian yang cukup bisa 

digali, terutama dikaitkan dengan fenomena 

jurnalisme digital. 

Diskusi dan Pembahasan  

Norma�f menjadi primi�ve term yang 

menjadi dasar untuk melihat bagaimana 

fenomena jurnalisme digital. Aspek norma�f pada 

dasarnya  memper�mbangkan  apa  yang 

seharusnya dan apa yang akan menjadi akibatnya 

(Grill, 2013). Konsep inilah yang menjadi poin 

pokok pada Teori Norma�f. Pada konteks 

komunikasi dan kajian media, konsep norma�f 

merujuk pada bagaimana media berperan dalam 

demokrasi dengan memper�mbangkan ranah 

faktual atas nilai dan objek�vitas media (Chris�an, 

et.al, 2009; McQuails, 2010). Norma�f teori yang 

berkembang pada kajian komunikasi dan media 

umumnya berangkat dari pertanyaan pokok, 

yaitu: bagaimana media berperan dalam 

masyarakat demokra�s; bagaimana media 

seharusnya berperan dalam masyarakat 

demokra�s; dan bagaimana melakukan klasifikasi 

sistem media dan tradisi jurnalis�k dalam 

masyarakat demora�s? (Chris�an, et.al, 2009). 

Teori norma�f dalam kajian komunikasi dan 

media dikembangkan oleh banyak pengkaji 

komunikasi. Secara mayoritas, teori ini lebih 

banyak berbicara mengenai peran media dalam 

masyarakat demokrasi. Secara lebih lanjut, 

sejumlah teori norma�f yang dimunculkan dan 

d i ke m b a n g ka n  o l e h  b e b e ra p a  p e n g ka j i 

komunikasi, seper�: Siebert, Peterson, dan 

Schramm (1956); Merill, (1974); Hachten (1981); 

McQuails (1987); Altschull (1984); Picard (1985b); 

Hallin dan Mancini (2004); serta Chris�an, et.al 

(2009). 
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Schramm (1956) Pers mengambil bentuk dan 

warna struktur sosial maupun poli�k dimana ia 

beroperasi. Pers dan media mencerminkan 

keyakinan dasar dan asumsi yang dimiliki 

masyarakat. Secara lebih lanjut Siebert, el.al, 

melihat teori norma�f ini dalah beberapa varian, 

yaitu otoritarian (authoritarian theory), 
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libertarian ( libertarian theory), tanggung jawab 

sosial (social esposibility theory), dan sosial 

komunis (soviet communist theory). Berbasis dari 

empat varian ini, McQuails (1987) melakukan 

revisi dan menambahkan dua kategori baru yaitu 

teori pembangunan (development theory) dan 

teori par�sipasi demokra�s (democra�c-

par�cipant theory). Dengan enam kategori inilah, 

McQuai l s  dan  Rosengren,  et .a l .  (1991) 

mengembangkan konsep yang dikenal sebagai 

media performance. 

Kebebasan (freedom) menjadi asumsi dasar 

dari McQuails (1992) untuk melihat bagaimana 

norma�ve theory berkembang. Kebebasan 

sebagai nilai yang dipelihara oleh masyarakat 

dipahami sebagai aturan dasar komunikasi, 

seper� mengenai kepercayaan, mengeluarkan 

pendapat, berasosiasi, berkelompok, dan 

mengakses informasi (McQuails, 1992). Konsep-

konsep ini merupakan kunci yang muncul dalam 

Freedom of Expression. Freedom menurut 

McQuails menjadi dasar dari norma�ve theory 

dan secara lebih lanjut akan menentukan 

bagaimana performance dari media tersebut 

muncul. 

Meskipun menjadi dasar bagi McQuils untuk 

mengembangkan norma�ve theory, Four Theory 

of The Press yang dikemukakan oleh Siebert, 

Peterson, dan Schramm (1956) bukannya tanpa 

kri�k. Menurut Nerode (1995), empat teori pers 

yang dikemukakan oleh Siebert, et.al., ini lebih 

tepat dikatakan sebagai Four Examples of The 

Press. Pada perspek�f yang lebih luas, Nerone 

(1995) melihat bahwa liberalisme mengalami 

kebuntuan filosofis dan justru banyak dipengaruhi 

oleh aspek poli�s. Sementara itu, pers yang 

menjadi pokok pikiran dalam teori tersebut lebih 

jeli untuk berbicara mengenai hak dan kewajiban 

pada masyarakat, khususnya terkait hak untuk 

mengetahui dan hak atas kebebasan berekspresi. 

Hal ini menunjukkan bahwa pada banyak media, 

dalam berbagai ruang lingkup, telah berkembang 

tanggung jawab sosial pers yang beriringan 

dengan hak publik untuk mengetahui. Oleh 

karenanya, sosial responsibility �dak hanya satu 

va r i a n  te o r i ,  ka re n a  ke s e l u r u h a n  p e rs 

melakukannya. 

Melalui kri�k dari Nerone, Nordenstrange 

(1997) melakukan kri�k bahwa per�mbangan 

untuk melihat sistem media norma�f yang berlaku 

seharusnya memper�mbangkan aspek yang lebih 

luas, �dak hanya kekuasaan semata. Terdapat 

aspek pluralitas yang juga turut menentukan 

sistem media. Untuk itu, ia mengajukan lima 

paradigma norma�f untuk melihat bagaimana 

�pologi media. Pertama, liberal-individualist 

paradigm atau media yang liberal dan individualis 

sebagaimana digambarkan dalam libertarian 

theory. Kedua, social responsibility paradigm, 

dimana kebebasan berekspresi merupakan bagian 

dari moralitas media dan masyarakat yang harus 

diperjuangkan untuk kepen�ngan umum. Ke�ga, 

cri�cal paradigm, atau versi gabungan dari 

Hutchins Revolu�onary dan konsep Radical-

Democra�c Curran. Keempat, administra�ve 

paradigm, paradigma yang berbasis pada 

objek�vitas informasi dan sumber yang otorita�f. 

Kelima, cultural nego�a�on paradigm, yang 

mencoba menghubungkan antara cultural studies 

dan theological media theory. Klasifikasi ini lebih 

progresif dibandingkan dengan Theory of The 

Press. Namun, konsep Nordenstrage ini masih 

lebih berat meni�kberatkan pada aspek sosiologi 

dan budaya sebagai kacamata untuk melihat 

wilayah norma�f media. Pasalnya, ia lebih banyak 

menekankan pada wilayah struktural dan aspek 

sosiokultural dalam masyarakat sebagai bahan 

per�mbangan untuk melihat paradigma. 

Nordenstrange banyak merujuk pada 

per�mbangan-per�mbangan  kebebasan 

berekspresi dan tanggung jawab media yang 

dirumuskan oleh Hutchins Commission. Rumusan 

ini memberikan penekanan pada prak�k dan 

perilaku pers yang bertanggung jawab kepada 

masyarakat. Lima persyaratan untuk pers yang 

b e r t a n g g u n g  j a w a b  m e n u r u t  H u t c h i n s 

Commission (Farrell dalam Moore dan Murray, 

2 0 1 2 :  1 0 6 - 1 0 8 ) .  P e r t a m a ,  k e j u j u r a n , 

komprehensivitas, dan kecerdasan dalam 

memberikan makna atas suatu peris�wa. Hal ini 

bermakna akurasi, dimana reporter maupun 

editor memiliki kompetensi untuk memilih dan 

mengolah suatu berita dan memilahnya dari opini 

p r i b a d i  m e r e k a .  K e d u a ,  f o r u m  u n t u k 

mempertukarkan komentar dan kri�k. Media 

seharusnya menermpatkan diri sebagai ruang 

diskusi publik serta bersedia mempublikasikan 

pendapat yang bertentangan dengan sudut 

pandang mereka. Ke�ga, proyeksi atas gambaran 

representa�f kelompok dan elemen-elemennya 

d a l a m  m a s y a r a k a t .  M e d i a  h e n d a k n y a 

memberingan ruang pluralitas sehingga �dak 

memihak pada kelompok atau kalangan tertentu. 

Termasuk �dak menunjukkan stereotype tertentu 

dalam pemberitaannya.

Sudut pandang yang berbeda ditawarkan 

oleh Hallin dan Mancini (2004) untuk melihat 

norma�ve theory yang berkembang pada media. 

Aspek norma�f dalam media, menurut Hallin dan 

Mancini (2004) diper�mbangkan dengan melihat 

empat karakteris�k yang berkembang dalam 

masyarakat, yaitu: perkembangan dan sirkulasi 

media surat kabar; keterkaitan poli�k (poli�cal 

parallelism); profesionalisme media; serta peran 

negara. Melalui karakteris�k ini, mereka membagi 

zona sistem media ke dalam �ga klasifikasi, yaitu: 

Mediterranean yang melipu� selatan Eropa; 

Democra�c-Corporate yang melipu� Eropa Utara, 

dan Liberal, yaitu Amerika. Memper�mbangkan 

aspek norma�f, Hallin dan Mancini melihat 

karakter is�k media dan society sebagai 

per�mbangan mengenai “apa yang seharusnya” 
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dalam konteks masyarakat. Namun, konsep 

norma�vitas ini juga menjebak dengan secara 

sempit hanya membatasi aplikasinya pada aspek 

geografis tertentu. Padahal media tentu �dak 

hanya dibatasi oleh kewilayah secara fisik. 

Melihat perkembangan teori norma�f dari 

periode Siebert, Peterson, dan Schramm (1956) 

sampai dengan Hallin dan Mancini (2004) secara 

garis besar bisa dikatakan bahwa perkembangan 

teori norma�f dalam studi komunikasi lebih 

banyak berfokus pada sistem media dan sistem 

poli�k yang berlaku pada wilayah negara daripada 

berbicara mengenai karakter media media 

maupun eksosistem jurnalisme itu sendiri. 

Jurnalisme adalah suatu tujuan (Nerone, 2009), 

yang  menunjukkan  serangka ian  prak�k 

profesional mengenai nilai berita, media berita, 

dan sistem pemberitaan (Nerone, 2012). Sudut 

pandang pokoknya adalah pada profesionalisme 

dalam newsroom bukan sistem media secara 

keseluruhan. Sementara itu, teori norma�f yang 

sudah ada lebih banyak mengelaborasi sistem 

media dengan wilayah eksternal media serta 

aspek geografis sebagai sudut pandang utama. 

Terobosan atas teori  norma�f dalam 

jurnalisme digital dibutuhkan lebih jauh daripada 

alasan-alasan di atas . Pertama, sistem media 

dalam jurnalisme digital bukan terletak pada 

ins�tusi fisik yang bisa diukur dengan sudut 

pandang organisasi media saja. Justru persoalan 

pokoknya adalah karakter organisasi media di 

wilayah internal yang mengalami transformasi dan 

mempengaruhi relasi jurnalisme dengan dunia di 

luar organisasi media. Kedua, wilayah geografis 

sebagai batasan pokok �dak lagi relevan karena 

digitalisasi menembus batas-batas geografis yang 

s i fatnya fisik.  Namun,  kesepakatan atas 

kedaulatan dan resiliansi justru lebih tepat 

dibutuhkan untuk melihat bagaimana jurnalisme 

digital berperan dalam masyarakat demokrasi. 

Oleh karenanya, teori norma�f dalam jurnalisme 

digital �dak hanya membutuhkan terobosan, 

namun juga kembali pada perspek�f norma�f 

mengenai “apa yang seharusnya” dalam 

jurnalisme digital. 

Pada konteks jurnalisme digital, Kreiss dan 

B re n n e n  ( 2 0 1 5 )  m e n co b a  m e r u m u s ka n 

pembaharuan norma�ve theory dengan sudut 

pandang yang berbeda dengan teori norma�f 

yang telah berkembang sebelumnya. Empat poin 

pokok yang menjadi dasar dari teori norma�f 

dalam jurnalisme digital adalah par�sipasi 

( p a r � c i p a t o r y ) ,  d e i n s � t u s i o n a l i s a s i 

(deins�tu�onalized), dan inova�f. Pertama, 

jurnalisme digital bersifat par�sipa�f karena 

kemampuan media digital dalam memenuhi 

norma, nilai, dan harapan penggunanya �dak lagi 

bersifat pasif. Keterlibatan pengguna dalam 

e k o s i s t e m  j u r n a l i s m e  d i g i t a l  p e r l u 

diper�mbangkan sebagai konsumen yang ak�f. 

Terlebih dalam media digital, mereka yang 

menjadi konsumen juga bisa menjadi produsen, 

“journalism is everywhere” (Anderson, 2011). 

Pada konteks ini, sistem hierarki seper� yang 

terjadi dalam industri jurnalisme konvensional 

�dak berlaku lagi, justru par�sipasi itulah yang 

menjadi nilai demokrasi dalam jurnalisme (Turner, 

2006). 

Kedua, sejumlah pendapat menyatakan 

bahwa dalam era jurnalisme digital, jurnalisme 

bersifat deins�tusionalisasi. Hal ini seringkali 

dimaknasi sebagai robohnya yuridiksi profesional, 

runtuhnya kekuatan gatekeeper (penjaga pers), 

melawan hierarki oganisasi, mendisintegrasikan 

proses jurnalisme dan produk jurnalisme. Padahal 

dalam jurnalisme digital ekosistem digital 

memberikan ruang hierarki yang lebih terstruktur 

dengan adanya hipertekstualitas (Coddington, 

2014). Siapapun bisa menjadi gatekeeper dan 

mendorong deliberasi informasi dalam ruang 

publik. Kri�k dan pembangunan naskah menjadi 

terbuka karena newsroom bersifat kolabora�f. 

Ke�ga, media digital mendorong jurnalisme 

berkembang lebih inova�f untuk memenuhi 

harapan publik. Inovasi ini berkaitan dengan 

pengembangan ekosistem media yang �dak hanya 

sekedar menampilan narasi sta�s, namun 

m e n g e m b a n ga n  b e r b a ga i  a s p e k  u n t u k 

mendorong produksi konten media. Pada 

jurnalisme media, inovasi justru menjadi jantung 

dari dinamika dalam prak�k jurnalis�k itu sendiri 

(Lowry, 2012; Boczkowski, 2005). Oleh karenanya, 

pada ekosistem media digital masyarakat akan 

lebih banyak menemukan genre dan pilihan untuk 

mengakses informasi dan jenis informasi yang 

mereka butuhkan. Termasuk pilihan untuk 

berpar�sipasi dan cara-cara mereka berpar�sipasi 

dalam ruang jurnalisme itu sendiri. 

Keempat, juralisme digital berkembang 

dengan mengan�sipasi ke�dakstabilan bisnis 

media. Pada konteks ini jurnalisme digital �dak 

hanya dituntut untuk bisa mengembangkan ruang 

publik yang jauh lebih kolabora�f, namun juga 

peka membaca pasar. Pergeseran bisnis media 

adalah keniscayaan yang membuat prak�k 

jurnalisme �dak hanya berkembang sebagai ruang 

persebaran informasi, namun juga menjadi lahan 

untuk enterpreneurship. 

Empat aspek pokok dalam teori norma�f 

jurnalisme digital ini menurt Kreiss dan Brennen 

(2015) mencoba menjembatani kegelisahan yang 

muncul dalam perkembangan jurnalisme digital 

pada masyarakat demokrasi. Mereka menyadari 

bahwa mengadaptasi konsep norma�ve theory 

yang pernah mengemuka sebelumnya �dak lagi 

relevan digunakan dalam ekosistem jurnalisme 

d i g i t a l .  N a m u n  d e m i k i a n  m e r e ka  j u ga 

memberikan catatan bahwa kajian yang berkaitan 

dengan norma�ve theory ini sebenarnya berada 

p a d a  p e r � m b a n g a n  y a n g  s a m a  u n t u k 

merumuskan konteks peraturan dan norma yang 

seharusnya berlaku dalam konteks demokrasi 

bermedia. In�nya pada bagaimana membuat 

ruang publik yang kuat dengan memberikan ruang 

kebebasan yang bertanggung jawab pada prak�k 

jurnalisme digital. Perspek�f norma�f seharusnya 

menyediakan sudut pandang itu jika berorientasi 

pada kausalias dan mengambil peran dalam 

demokrasi bermedia. 

Kesimpulan  

Perspek�f norma�f menawarkan sudut 

pandang ideal  untuk mel ihat  fenomena 

komunikasi. Sudut pandang ini secara jamak 

diasosiasikan dengan isu-isu terkait hukum, tata 

aturan, perundang-undangan, regulasi media, 

atau domain yang beririsan dengan elemen 

demokrasi media. Berdasarkan pemetaan dalam 

dua jurnal komunikasi, kajian komunikasi yang 

berkaitan dengan isu norma�f ini lebih banyak 

terkonsentrasi pada bentuk kebijakan dan jenis 

regulasi. Sementara itu, aspek-aspek kunci dari 

p e rs p e k � f  n o r m a � f  s e p e r �  ke b e b a s a n 
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dalam konteks masyarakat. Namun, konsep 

norma�vitas ini juga menjebak dengan secara 

sempit hanya membatasi aplikasinya pada aspek 

geografis tertentu. Padahal media tentu �dak 

hanya dibatasi oleh kewilayah secara fisik. 

Melihat perkembangan teori norma�f dari 

periode Siebert, Peterson, dan Schramm (1956) 

sampai dengan Hallin dan Mancini (2004) secara 

garis besar bisa dikatakan bahwa perkembangan 

teori norma�f dalam studi komunikasi lebih 

banyak berfokus pada sistem media dan sistem 

poli�k yang berlaku pada wilayah negara daripada 

berbicara mengenai karakter media media 

maupun eksosistem jurnalisme itu sendiri. 

Jurnalisme adalah suatu tujuan (Nerone, 2009), 

yang  menunjukkan  serangka ian  prak�k 

profesional mengenai nilai berita, media berita, 

dan sistem pemberitaan (Nerone, 2012). Sudut 

pandang pokoknya adalah pada profesionalisme 

dalam newsroom bukan sistem media secara 

keseluruhan. Sementara itu, teori norma�f yang 
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pandang organisasi media saja. Justru persoalan 

pokoknya adalah karakter organisasi media di 

wilayah internal yang mengalami transformasi dan 

mempengaruhi relasi jurnalisme dengan dunia di 

luar organisasi media. Kedua, wilayah geografis 

sebagai batasan pokok �dak lagi relevan karena 

digitalisasi menembus batas-batas geografis yang 

s i fatnya fisik.  Namun,  kesepakatan atas 

kedaulatan dan resiliansi justru lebih tepat 

dibutuhkan untuk melihat bagaimana jurnalisme 

digital berperan dalam masyarakat demokrasi. 

Oleh karenanya, teori norma�f dalam jurnalisme 

digital �dak hanya membutuhkan terobosan, 

namun juga kembali pada perspek�f norma�f 

mengenai “apa yang seharusnya” dalam 

jurnalisme digital. 

Pada konteks jurnalisme digital, Kreiss dan 

B re n n e n  ( 2 0 1 5 )  m e n co b a  m e r u m u s ka n 

pembaharuan norma�ve theory dengan sudut 

pandang yang berbeda dengan teori norma�f 

yang telah berkembang sebelumnya. Empat poin 

pokok yang menjadi dasar dari teori norma�f 

dalam jurnalisme digital adalah par�sipasi 

( p a r � c i p a t o r y ) ,  d e i n s � t u s i o n a l i s a s i 

(deins�tu�onalized), dan inova�f. Pertama, 

jurnalisme digital bersifat par�sipa�f karena 

kemampuan media digital dalam memenuhi 

norma, nilai, dan harapan penggunanya �dak lagi 

bersifat pasif. Keterlibatan pengguna dalam 

e k o s i s t e m  j u r n a l i s m e  d i g i t a l  p e r l u 

diper�mbangkan sebagai konsumen yang ak�f. 

Terlebih dalam media digital, mereka yang 

menjadi konsumen juga bisa menjadi produsen, 

“journalism is everywhere” (Anderson, 2011). 

Pada konteks ini, sistem hierarki seper� yang 

terjadi dalam industri jurnalisme konvensional 

�dak berlaku lagi, justru par�sipasi itulah yang 

menjadi nilai demokrasi dalam jurnalisme (Turner, 

2006). 

Kedua, sejumlah pendapat menyatakan 

bahwa dalam era jurnalisme digital, jurnalisme 

bersifat deins�tusionalisasi. Hal ini seringkali 

dimaknasi sebagai robohnya yuridiksi profesional, 

runtuhnya kekuatan gatekeeper (penjaga pers), 

melawan hierarki oganisasi, mendisintegrasikan 

proses jurnalisme dan produk jurnalisme. Padahal 

dalam jurnalisme digital ekosistem digital 

memberikan ruang hierarki yang lebih terstruktur 

dengan adanya hipertekstualitas (Coddington, 

2014). Siapapun bisa menjadi gatekeeper dan 

mendorong deliberasi informasi dalam ruang 

publik. Kri�k dan pembangunan naskah menjadi 

terbuka karena newsroom bersifat kolabora�f. 

Ke�ga, media digital mendorong jurnalisme 

berkembang lebih inova�f untuk memenuhi 

harapan publik. Inovasi ini berkaitan dengan 

pengembangan ekosistem media yang �dak hanya 

sekedar menampilan narasi sta�s, namun 

m e n g e m b a n ga n  b e r b a ga i  a s p e k  u n t u k 

mendorong produksi konten media. Pada 

jurnalisme media, inovasi justru menjadi jantung 

dari dinamika dalam prak�k jurnalis�k itu sendiri 

(Lowry, 2012; Boczkowski, 2005). Oleh karenanya, 

pada ekosistem media digital masyarakat akan 

lebih banyak menemukan genre dan pilihan untuk 

mengakses informasi dan jenis informasi yang 

mereka butuhkan. Termasuk pilihan untuk 

berpar�sipasi dan cara-cara mereka berpar�sipasi 

dalam ruang jurnalisme itu sendiri. 

Keempat, juralisme digital berkembang 

dengan mengan�sipasi ke�dakstabilan bisnis 

media. Pada konteks ini jurnalisme digital �dak 

hanya dituntut untuk bisa mengembangkan ruang 

publik yang jauh lebih kolabora�f, namun juga 

peka membaca pasar. Pergeseran bisnis media 

adalah keniscayaan yang membuat prak�k 

jurnalisme �dak hanya berkembang sebagai ruang 

persebaran informasi, namun juga menjadi lahan 

untuk enterpreneurship. 

Empat aspek pokok dalam teori norma�f 

jurnalisme digital ini menurt Kreiss dan Brennen 

(2015) mencoba menjembatani kegelisahan yang 

muncul dalam perkembangan jurnalisme digital 

pada masyarakat demokrasi. Mereka menyadari 

bahwa mengadaptasi konsep norma�ve theory 

yang pernah mengemuka sebelumnya �dak lagi 

relevan digunakan dalam ekosistem jurnalisme 

d i g i t a l .  N a m u n  d e m i k i a n  m e r e ka  j u ga 

memberikan catatan bahwa kajian yang berkaitan 

dengan norma�ve theory ini sebenarnya berada 

p a d a  p e r � m b a n g a n  y a n g  s a m a  u n t u k 

merumuskan konteks peraturan dan norma yang 

seharusnya berlaku dalam konteks demokrasi 

bermedia. In�nya pada bagaimana membuat 

ruang publik yang kuat dengan memberikan ruang 

kebebasan yang bertanggung jawab pada prak�k 

jurnalisme digital. Perspek�f norma�f seharusnya 

menyediakan sudut pandang itu jika berorientasi 

pada kausalias dan mengambil peran dalam 

demokrasi bermedia. 

Kesimpulan  

Perspek�f norma�f menawarkan sudut 

pandang ideal  untuk mel ihat  fenomena 

komunikasi. Sudut pandang ini secara jamak 

diasosiasikan dengan isu-isu terkait hukum, tata 

aturan, perundang-undangan, regulasi media, 

atau domain yang beririsan dengan elemen 

demokrasi media. Berdasarkan pemetaan dalam 

dua jurnal komunikasi, kajian komunikasi yang 

berkaitan dengan isu norma�f ini lebih banyak 

terkonsentrasi pada bentuk kebijakan dan jenis 

regulasi. Sementara itu, aspek-aspek kunci dari 

p e rs p e k � f  n o r m a � f  s e p e r �  ke b e b a s a n 
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berekspresi dan tanggung jawab sosial justru 

belum banyak dielaborasi. Kedua isu ini masih 

muncul dalam bentuk konfirmasi teori�k dalam 

konteks tertentu atau mereduplikasi pada kondisi-

kondisi masyarakat yang berbeda. Bisa jadi ini 

menjadi alasan belum munculnya horizon baru 

teori norma�f dalam kajian komunikasi dan 

media.

P a d a  k o n t e k s  j u r n a l i s m e  d i g i t a l , 

perkembangan teori norma�f dalam studi 

komunikasi membutuhkan terobosan dan 

pandangan baru. Selama ini teori norma�f yang 

berkembang pada kajian komunikasi lebih banyak 

berbicara mengenai sistem media (Siebert, et. Al, 

1956; Hachten (1981); McQuails (1987); Hallin dan 

Mancini, 2004). Sistem media terkonsentrasi pada 

sudut pandang organisasi media dengan wilayah 

eksternal media. Ar�nya, udut pandang sosiologi 

masih mendomininasi. Sementara itu jurnalisme 

digital perlu dilihat secara lebih lanjut karena 

persoalan yang muncul �dak hanya dari wilayah 

organisasi media, dan jurnalisnya, namun juga 

pada aspek teknologi yang mempengaruhi 

bagaimana keduanya bekernya. Transformasi 

pada jurnalisme digital justru dimulai dari jantung 

newsroom pada bagaimana teknologi menjadi 

variabel yang �dak bisa diabaikan dalam 

mempengaruhi jurnalis dan organisasi media. 

Pandangan norma�f atas jurnalisme digital 

justru perlu digeser kepada in� dari prak�k 

jurnalisme yang terjadi karena dari sanalah 

pengaruh kepada wilayah eksternal media itu 

bermula. Persoalan digitalisasi, konek�vitas, 

interak�vitas, termasuk inovasi menjadi isu-isu 

yang �dak bisa diabaikan karena itulah yang 

memberikan horizon baru pada jurnalis dan 

organisasi media pada jurnalisme. Pada akhirnya, 

pemikiran norma�f atas jurnalisme digital perlu 

memper�mbangkan pandangan atas ekosistem 

media digital, karakteris�k dari jurnalisme digital, 

serta prediksi implikasinya pada kehidupan 

masyarakat baik yang digital maupun yang �dak 

digital. 
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berekspresi dan tanggung jawab sosial justru 

belum banyak dielaborasi. Kedua isu ini masih 

muncul dalam bentuk konfirmasi teori�k dalam 

konteks tertentu atau mereduplikasi pada kondisi-

kondisi masyarakat yang berbeda. Bisa jadi ini 

menjadi alasan belum munculnya horizon baru 

teori norma�f dalam kajian komunikasi dan 

media.

P a d a  k o n t e k s  j u r n a l i s m e  d i g i t a l , 

perkembangan teori norma�f dalam studi 

komunikasi membutuhkan terobosan dan 

pandangan baru. Selama ini teori norma�f yang 

berkembang pada kajian komunikasi lebih banyak 

berbicara mengenai sistem media (Siebert, et. Al, 

1956; Hachten (1981); McQuails (1987); Hallin dan 

Mancini, 2004). Sistem media terkonsentrasi pada 

sudut pandang organisasi media dengan wilayah 

eksternal media. Ar�nya, udut pandang sosiologi 

masih mendomininasi. Sementara itu jurnalisme 

digital perlu dilihat secara lebih lanjut karena 

persoalan yang muncul �dak hanya dari wilayah 

organisasi media, dan jurnalisnya, namun juga 

pada aspek teknologi yang mempengaruhi 

bagaimana keduanya bekernya. Transformasi 

pada jurnalisme digital justru dimulai dari jantung 

newsroom pada bagaimana teknologi menjadi 

variabel yang �dak bisa diabaikan dalam 

mempengaruhi jurnalis dan organisasi media. 

Pandangan norma�f atas jurnalisme digital 

justru perlu digeser kepada in� dari prak�k 

jurnalisme yang terjadi karena dari sanalah 

pengaruh kepada wilayah eksternal media itu 

bermula. Persoalan digitalisasi, konek�vitas, 

interak�vitas, termasuk inovasi menjadi isu-isu 

yang �dak bisa diabaikan karena itulah yang 

memberikan horizon baru pada jurnalis dan 

organisasi media pada jurnalisme. Pada akhirnya, 

pemikiran norma�f atas jurnalisme digital perlu 

memper�mbangkan pandangan atas ekosistem 

media digital, karakteris�k dari jurnalisme digital, 

serta prediksi implikasinya pada kehidupan 

masyarakat baik yang digital maupun yang �dak 

digital. 
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